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PENETAPAN
Nomor 343/Pdt.P2023/PA.Tbh
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan
penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Banjar Negara, 20 Juli 1978,

agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan
Belum  Sekolah, tempat kediaman di
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, sebagai
Pemohon I.

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Banjar Negara, 21 September
1982, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX XXXXX
xxxxxx, pendidikan Belum Sekolah, tempat
kediaman di XXXXX XXX XXXX, XXXXXX, XXXXXX,
XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten
Indragiri Hilir, sebagai Pemohon Il.Selanjutnya
Pemohon | bersama dengan Pemohon I

disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 13 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Tembilahan pada tanggal 14 November 2023 dengan register perkara
Nomor 343/Pdt.P/2023/PA.Tbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah melangsungkan pernikahan pada
tanggal 20 Mei 2016 dengan tata cara agama Islam di rumah orang tua Pemohon I
yang beralamat di XXXXX XXX XXXX, XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX

XXXXXXXXX XXXXX, dengan Wali Nikah yang bernama Marwadi (Ayah Kandung), yang
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berwakil wali kepada Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat
Nikah yang bernama Amiruddin dengan mas kawin berupa uang sebesar
Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang
saksi nikah, masing-masing bernama SAKSI 1 dan Lukman;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon | berstatus Jejaka, sedangkan
Pemohon Il berstatus Gadis;

3. Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il tidak ada hubungan nasab yang
dapat menghalangi sahnya pernikahan dan telah memenuhi rukun dan syarat
secara hukum Islam;

4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon | dan Pemohon Il hidup bersama sebagai
suami-istri dengan bertempat tinggal saat ini di KABUPATEN INDRAGIRI HILIR;

5. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon | dan Pemohon II
belum dikaruniai anak;

6. Bahwa permohonan itsbat nikah ini Pemohon | dan Pemohon Il ajukan selain
untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il
juga untuk mengurus KK, KTP, dan kepentingan lain yang berkaitan dengan bukti
pernikahan;

7. Bahwa pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il telah diakui kebenarannya
oleh masyarakat, tidak pernah ada protes, bantahan atau keberatan dari pihak
manapun sejak Pemohon | dan Pemohon Il menikah sampai sekarang ini;

8. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il sanggup untuk membayar biaya perkara
yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon agar Ketua Pengadilan
Agama Tembilahan segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan
penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (PEMOHON 1) dan Pemohon I
(PEMOHON 2) yang dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 20 Mei 2016
dii XXX XXX, XKXXKXXXKXX XXXXXKXXX, XXXXXKKKK XXXXXKKKK XXXXX;
3. Memerintahkan kepada Pemohon | dan Permohon Il untuk melaporkan
Penetepan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX
XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX untuk dicatat dan diterbitkan akta pernikahan
tersebut;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon | dan Pemohon Il;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.343/Pdt.P/2023/PA.Tbh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan
adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut pada tanggal 14 November 2023
untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan,
namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan
ke Pengadilan Agama Tembilahan sehubungan dengan permohonan
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak
hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan
tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang
sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon
adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan
patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya
tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir di
persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak
ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
sedangkan perkara ini hanya disidangkan dalam pelayanan sidang keliling
dengan satu kali sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para
Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam
mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dianggap sebagai
pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka
Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut harus
dinyatakan gugur;
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Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan para
Pemohon, maka para Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan
perkaranya, dengan demikian para Pemohon masih berhak mengajukannya
kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3
tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,
maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para
Pemohon;

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Tembilahan pada hari Jumat, tanggal 01 Desember 2023 Masehi
bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Saiful Rahman,
S.H.l.,, M.H. sebagai Ketua Majelis, Zulfikar, S.H.l. dan Muhammad Aidzbillah,
S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta
para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Amrin, S.H. sebagai
Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Ketua

Ttd.

Saiful Rahman, S.H.l., M.H.

Hakim Anggota Hakim Anggota

Ttd. Ttd.
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Zulfikar, S.H.I. Muhammad Aidzbillah, S.Sy.

Panitera Pengganti

Ttd.
Amrin, S.H.
Perincian biaya :
1. PNBP
a. Pendaftaran :Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama P1 dan P 'Rp 20.000,00
c. Redaksi " Rp 10.000,00
2. Biaya proses ‘Rp 80.000,00
3. Panggilan :Rp 480.000,00
4. Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah :Rp 630.000,00

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
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